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ABSTRAK

Kabupaten Bantul merupakan wilayah yang memiliki luas wilayah 506,85
km?, dengan jumlah penduduk 921.263 jiwa. Dari tahun ke tahun, Kabupaten
Bantul mengalami perkembangan penduduk yang memerlukan rumah tempat
tinggal. Hingga tahun 2013, tercatat perkembangan pembangunan perumahan di
Kabupaten Bantul telah mencapai 105 perumahan. Selain itu, berkembangnya
areal perumahan di Bantul ini mengurangi lahan pertanian yang ada. Alih fungsi
lahan pertanian di Bantul mencapai rata-rata 20 hektar per tahun. Hal ini menjadi
permasalahan penting karena regulasi yang ada di Bantul belum ada yang
mengatur khusus alih fungs pertanian, dan oleh karena melihat data peningkatan
alih fungs tanah pertanian menjadi perumahan di Bantul maka peneliti tertarik
untuk meneliti pelaksanaan alih fungs tanah pertanian menjadi perumahan di
Pemda Bantul ini dengan melakukan studi komparasi pada Perda No. 3 Tahun
2008 tentang Perubahan Atas Perda No. 23 Tahun 2000 tentang Retribusi 1zin
Peruntukan Penggunaan Tanah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research, yaitu
dengan melakukan penggalian data melalui wawancara dengan informan dari
instansi-instansi  terkait di Pemda Bantul, serta melaui pengumpulan data
dokumen dari instansi terkait pula. Pendekatan penelitian dalam permasalahan ini
menggunakan metode yuridis-empiris yaitu dengan menekankan pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta norma-norma hukum yang relevan
dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu bahwa pelaksanaan alih
fungs tanah pertanian menjadi perumahan telah berimbas pada beberapa hal
antara lain segi dominasi pekerjaan wilayah, segi produks beras, dan segi
penetapan desa rawan pangan. Selain itu secara prosedural pelaksanaan alih fungsi
tanah pertanian ini relatif sudah sesua dengan SOP yang ada. Akan tetapi dari
segi regulasi, alih fungsi tanah pertanian ini masih memerlukan regulasi yang
lebih khusus agar alih fungsi dapat dikendalikan, karena terdapat beberapa faktor
yang mendorong Kabupaten Bantul menjadi daerah yang diminati aih fungsi,
baik faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal yang mendorong yaitu
karena Kabupaten Bantul tidak terlalu jauh dengan Kota Y ogya, dan daerah lain
yang berdekatan seperti Sleman dan Kota Y ogya sendiri sudah sangat ketat dalam
mengurusi aih fungs tanah. Untuk segi internal, yaitu bahwa segi kelembagaan
Kabupaten Bantul untuk mengurusi bidang pertanahan sebagaimana diamanatkan
asas otonomi daerah di Bidang pertanahan, Bantul belum mampu sepenuhnya
mel aksanakannya, karena banyak faktor terutama faktor sumber daya manusia dan
infrastruktur yang masih perlu pembenahan.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara agraris yang menempatkan sektor
pertanian sebagal penghasil bahan pangan menjadi komoditi utama.
Perkembangan zaman yang menuju era globalisasi telah menuntut Negara
Indonesia untuk menuju pada perubahan demi mengikuti perkembangan.
Hingga pada akhirnya Negara Indonesia tidak terlepas dari krisis bahan
pangan. Saat ini mengimpor beras dan bahan pangan yang lain telah menjadi
keharusan bagi bangsa Indonesia Hal tersebut sebagai akibat dari tidak
seimbangnya kebutuhan bahan pangan dengan ketersediaan bahan pangan
yang ada. Faktor utama yang menjadi latar belakang krisis tersebut adalah
peningkatan jumlah penduduk yang pesat sehingga jumlah permintaan

berbanding terbalik dengan usaha penyediaan bahan pangan.

Pertumbuhan penduduk Indonesia dapat dilihat dari data Badan Pusat
Statistik bahwa jumlah penduduk pada tahun 1971 sebanyak 119,20 (juta
jiwa), tahun 1980 sebanyak 147,49 (juta jiwa), tahun 1990 sebanyak 179,37
(uta jiwa), tahun 1995 sebanyak 194,75 (juta jiwa), tahun 2000 sebanyak
206,26 (juta jiwa), dan pada tahun 2010 sebanyak 237,64 (juta jiwa).
Kenaikan jumlah penduduk yang sangat pesat tersebut seharusnya tetap

diimbangi dengan usaha penyediaan bahan pangan yang merupakan

! http://www.repository.ipb.ac.id akses tanggal 23-12-2013 jam 20:13



kebutuhan pokok manusia, dengan dikembangkannya sektor penghasil bahan

pangan yaitu pertanian.

Berkaitan dengan pertumbuhan penduduk dan krisis bahan pangan
tersebut erat hubungannya dengan salah satu faktor penting dalam kehidupan
yaitu tanah. Tanah sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia
sehari-hari, bahkan dapat dikatakan setiap saat manusia berhubungan dengan
tanah. Setiap orang memerlukan tanah tidak hanya pada masa hidupnya, tetapi
sudah meninggal pun masih berhubungan dengan tanah. Oleh sebab itu tanah
merupakan kebutuhan vital manusia. Tanah yang produktif semakin lama
semakin sempit, sementara yang menggunakan semakin bertambah, dan hal
ini akan mempengaruhi terhadap : 1) Hasil produksi pertanian; 2) Luas tanah;
3) Jumlah tenaga kerja® Permasalahan ini dianggap penting karena
penyusutan lahan/tanah pada akhirnya menyangkut alih fungsi lahan pertanian
untuk menjadi perumahan. Satu-satunya bumi yang dihuni memerlukan
penyelamatan dari ancaman yang dibuat manusia sendiri dan bumi ini masih
bisa menopang kehidupan manusia, berapa pun pertambahan penduduknya
asalkan pembangunan dilangsungkan secara bijaksana dengan mengindahkan

keutuhan fungsi lingkungan dalam proses perkembangannya.®

Dengan meningkatnya lgju pertumbuhan penduduk dan permintaan
lahan pemukiman menyebabkan degradasi lahan pertanian yang sangat pesat.

Tidak terkecuali pada daerah Kabupaten Bantul. Dari data yang didapatkan

2 Mudjiono, Hukum Agraria, (Y ogyakarta : Penerbit Liberty Y ogyakarta, 1992), him. 1-2.
% Soejono, Hukum Lingkungan dan Peranannya dalam Pembangunan, (Jakarta : PT Rineka Cipta,
1996), him. 2.



bahwa Kabupaten Bantul memiliki luas wilayah sekitar 506,85 kmz.*
Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Bantul adalah 921.263 jiwa’®
Menurut berita yang diterbitkan oleh salah satu media cetak menyebutkan
bahwa lgju aih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Bantul mencapai rata-rata

seluas 20 hektar per tahun.’

Luas areal persawahan yang ada di Kabupaten Bantul seluas 16.036
hektar yang merupakan jumlah dari 17 kecamatan. Dari 17 kecamatan tersebut
tercatat bahwa terdapat 3 kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan
penduduk relatif tinggi yaitu Kecamatan Kasihan dengan jumlah penduduk
112.708 jiwa (kepadatan 150 hektar), Banguntapan dengan jumlah penduduk
112.510 jiwa (kepadatan 100 hektar), dan Sewon dengan jumlah penduduk
105.701 jiwa (kepadatan 83 hektar).” Dari data diatas, ketiga kecamatan
tersebut adalah wilayah yang memiliki permintaan lahan pemukiman yang
relatif tinggi. Salah satu faktor peningkatan kepadatan penduduk adalah letak
geografis ketiga wilayah tersebut yang dekat dengan pusat perkotaan dan
banyaknya |ahan pertanian sehingga berpotensi terhadap aih fungsi menjadi

perumahan.

Alih fungs tanah pertanian menjadi perumahan di Kabupaten Bantul

menjadi suatu permasalahan sosial karena Bantul memiliki tanah yang subur

* |dham Samawi, Membangun Bantul di Era Otonomi, (Yogyakarta : Soerat Emas), 2003,
him.151.

> http://www.bantul kab.go.id/datapokok/0501_kepadatan penduduk_geografis.html akses tanggal
23-12-2013 jam 20:20

® http://www.sol opos.com akses tanggal 23-12-2013 jam 20:50

" http://www.bantul kab.go.id/datapokok/0502_kepadatan penduduk_agraris.html akses tanggal
23-12-2013 jam 21:15



dan masyarakat yang mayoritas sebagai petani harus mengikuti arus
perekonomian yang menuntut adanya alih fungsi tanah pertanian. Penyusutan
hasil pertanian di Kabupaten Bantul dapat dilihat dari data yang didapat
melalui pengkajian terhadap laporan tahunan Dinas Pertanian dan Kehutanan
Kabupaten Bantul, bahwa penyusutan lahan dapat dilihat bahwa pada tahun
2005 tanah sawah di Bantul seluas 15.991 ha, tahun 2006 seluas 15.945 ha,
tahun 2007 seluas 15.945 ha, tahun 2009 seluas 15.569 ha, tahun 2010 seluas

15.465 ha, dan tahun 2011 seluas 15.452.8

Penyusutan lahan sawah dalam data diatas dapat dihubungkan dengan
data yang tercatat dalam Sistem Informasi Geografi Pemukiman / Perumahan
DIY yang melaporkan bahwa hingga tanggal 05 Januari 2013 sudah terdapat
sebanyak 105 perumahan yang dibangun di Bantul .° Penurunan hasil pertanian
yang semakin menurun setigp tahunnya merupakan satu fenomena didaerah
yang penting dan perlu pengkajian terkait regulasi aih fungs tanah pertanian

menjadi perumahan di Kabupaten Bantul tersebut.

Dalam rangka mengatur dan mengendalikan aih fungs tanah
pertanian menjadi perumahan merupakan tanggung jawab setiap daerah untuk
mengatur tata ruang dan pertanahan di wilayahnya. Tanggung jawab kepada
daerah ini diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dengan adanya

otonomi daerah, dan sgak tahun 2001 urusan di bidang pertanahan

8 Dilihat dari Laporan Tahunan Dinas Pertanian dan K ehutanan K abupaten Bantul dari Tahun
2005-2011.

® http://www.pip2bdiy.org/sigperkim/perum.php?kab=BANTUL & halaman=2 akses 18 November
2013, jam 13:49.



didesentralisasikan kepada daerah berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah. Dengan adanya otonomi tersebut maka daerah
Kabupaten membentuk dinas-dinas untuk mengurusi bidang pertanahan.
Dinas-dinas itulah yang kemudian berperan dalam regulasi aih fungs tanah
pertanian menjadi perumahan. Dalam ha daerah yang diberikan tanggung
jawab untuk mengurus rumah tangganya harus tetap berpegang kepada
peraturan hukum untuk mengatur perjalanan perangkat daerah dalam
menjalankan tugas berdasarkan desentralisasi. Segala sesuatu yang menjadi
kepentingan daerah, setiap daerah menggunakan Peraturan Daerah yang dalam
hirarki peraturan perundang-undangan disebutkan dalam UU No. 12 tahun

2011 tentang Perubahan Peraturan Perundang-undangan.

Terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang
pertanahan, di Kabupaten Bantul belum ada Perda yang mengatur secara
khusus mengenai aih fungs tanah pertanian menjadi perumahan yang
menjadi suatu permasalahan penting didaerah. Yang ada adalah Perda yang
mengatur tentang alih fungs tanah secara umum yang tertuang dalam Perda
No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Perda No. 23 Tahun 2000 tentang
Retribusi 1zin Peruntukan Penggunaan Tanah. Perda inilah yang selanjutnya
dapat menjadi bahan tumpuan dalam hal alih fungsi tanah pertanian menjadi
perumahan di Kabupaten Bantul, disamping perda RTRW yaitu Perda No. 4
Tahun 2011 yang secara luas mengatur peruntukan lahan secara umum di

Kabupaten Bantul.



Melihat aih fungs tanah pertanian menjadi perumahan dan
implikasinya terhadap penyusutan bahan pangan serta perubahan kondisi
sosial masyarakat di Bantul seperti dikemukakan diatas, maka perlu dikgji
bagaimana regulas alih fungsi tersebut di dalam kondis empirisnya
Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka dalam penyusunan
skripsi ini penulis mengangkat judul : “PELAKSANAAN ALIH FUNGSI

TANAH PERTANIAN MENJADI PERUMAHAN DI PEMDA BANTUL”

B. Rumusan Masalah

Di dalam penyusunan ini, penyusun mencoba merumuskan

beberapa persoalan dalam bentuk pertanyaan, antaralain yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan dih fungs tanah pertanian menjadi
perumahan di Pemda Bantul ?
2. Apa upaya-upaya Pemda Bantul dalam mengatasi alih fungs tanah

pertanian menjadi perumahan di Bantul yang semakin meningkat?

C. Tujuan Penyusunan
Penyusunan skripsi ini memiliki tujuan antaralain :
1. Untuk mengetahui pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian menjadi
perumahan di Kabupaten Bantul melaui dinas-dinas terkait yaitu
Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perizinan, Dinas Pertanian, Kantor

Pertanahan, serta Bappeda Kabupaten Bantul.



2. Untuk mengkaji upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemda Bantul
melalui Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perizinan, Dinas Pertanian,
Kantor Pertanahan, serta Bappeda Kabupaten Bantul dalam

mengendalikan alih fungsi tanah pertanian menjadi perumahan.

Selain itu, penyusunan skripsi ini juga memiliki tujuan yang lebih
umum yaitu secara teoritis diharapkan menjadi bahan kaian dalam
khasanah hukum positif di Indonesia terutama dalam bidang hukum
agraria. Skripsi ini diharapkan juga menjadi salah satu referensi yang dapat
digunakan oleh kaum intelektual sebagai bahan masukan dalam

pengembangan mutu pendidikan.

Secara praktis skripsi ini diharapkan menjadi bahan kajian yang
mendasari perubahan kebijakan Pemerintah Daerah Bantul terkait dengan
kebijakan alih fungsi tanah pertanian menjadi perumahan agar muncul
kebijakan yang lebih baik dan tepat sasaran untuk tujuan pengendalian alih
fungsi tanah pertanian menjadi perumahan agar tidak terjadi ketimpangan

dalam ekosistem kehidupan.

. Telaah Pustaka
Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi dasar dalam
penyusunan skripsi Pelaksanaan Alih Fungs Tanah Pertanian menjadi

Perumahan di Pemda Bantul, terdapat beberapa penelitian yang pernah



dilakukan terkait dengan temajudul tersebut antaralain : Tesis yang ditulis
oleh Rahayu Fery Anitasari*® yang berjudul “Pelaksanaan Alih Fungs
Tanah Pertanian Untuk Pembangunan Perumahan di Kota Semarang” yang
di daam penulisan tersebut dipaparkan tentang hambatan dan kondisi
sosial yang ada di Kota Semarang khususnya di Kelurahan Bulusan setelah
terjadi banyak alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan. Dalam
Tesis tersebut juga dikemukakan bahwa alih fungs lahan pertanian
menjadi perumahan memiliki dampak positif dan dampak negatif sebagai
konsekuensi pambangunan perumahan tersebut. Perubahan gaya hidup
masyarakat setelah terjadi banyak alih fungsi tanah pertanian menjadi
perumahan juga dikemukakan dalam kesimpulan tesis ini. Selain itu,
dikaitkan juga dengan pemerintah kota Semarang agar terjadi
keseimbangan dan kesinambungan untuk tujuan pengawasan dan
pengendalian aih fungs tanah pertanian menjadi perumahan. Hal yang
membedakan penelitian yang dilakukan Rahayu Ferry Anitasari dengan
penelitian yang akan dilakukan dalam skripsi ini adalah objek penelitian
dan kajian data yang sangat berbeda, sehingga hasil dan kesimpulan yang

akan didapatkan akan berbeda.

Penelitian lain yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan

judul penyusunan skripsi ini adalah skripsi yang telah ditulis oleh M. Fuad

19 Tesis Rahayu Fery Anitasari, “Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian Untuk Pembangunan
Perumahan di Kota Semarang”, Tesistidak diterbitkan, Semarang : Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro, 2008.



Hanif M yang telah melakukan penyusunan skripsi berjudul “Alih
Fungss Tanah Pertanian Ke Non Pertanian dan Dampaknya Terhadap
Pembudidayaan Tanaman Padi Dalam K erangka K etahanan Pangan (Studi
di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang)”. Di dalam hasil penyusunan
tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat harus
dilibatkan dalam pengendalian alih fungs tanah pertanian menjadi non
pertanian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan
K epanjen tersebut juga memperoleh hasil bahwa salah satu faktor pengalih
fungsian tanah pertanian ke non pertanian adalah kurang menjanjikannya
hasil dari pertanian kecuali apabila didukung oleh sarana dan prasarana
yang dapat membantu proses pertanian. Selain itu, dikemukakan
rekomendas agar diberikannya insentif bagi para petani sebagai jaminan
kehidupan para petani yang sudah berperan bagi ketahanan pangan.
Selanjutnya di dalam kesimpulan penyusunan tersebut dijelaskan tentang
perlunya koordinas dinas-dinas terkait dengan investor dan masyarakat
agar bersinergi untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang
ada. Kemudian yang membedakan penyusunan yang dilakukan oleh M.
Fuad Hanif M. dengan penyusunan yang dilakukan dalam skripsi ini
adalah sorotan utama yang menjadi bahan penyusunan bahwa dalam
penyusunan M. Fuad Hanif M. lebih menekankan pada dampak alih fungsi

tanah pertanian pada budidaya tanaman padi, sedangkan dalam

! Skripsi M. Fuad Hanif M, “Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian dan Dampaknya
Terhadap Pembudidayaan Tanaman Padi Dalam Kerangka K etahanan Pangan (Studi di Kecamatan
Kepanjen, Kabupaten Malang)”, skripsi tidak diterbitkan, Malang : Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya, 2008.
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penyusunan penulis yang menjadi sorotan utama adalah regulasi alih
fungs tanah pertanian menjadi perumahan yang ada pada dinas-dinas
terkait. Jadi dalam penyusunan penulis tidak meneliti tanaman padi yang
dihasilkan dengan adanya alih fungsi, namun menekankan pada peran
serta dinas-dinas terkait terhadap proses alih fungs tanah pertanian

menjadi perumahan.

Penelitian selanjutnya yaitu skripsi yang dilakukan oleh Anton
Supriyadi'® yang berjudul “Kebijakan Alih fungsi Lahan dan Proses
Konversi Lahan Pertanian (Studi Kasus di Kabupaten Pasuruan Jawa
Timur)”. Dalam skripsi ini diperoleh hasil bahwa terjadi pola spasial
dalam alih fungs lahan di beberapa daerah Kabupaten Pasuruan dengan
tingkat alih fungs yang tinggi, kemudian dalam rangka pengendalian alih
fungsi lahan tersebut dikeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengatur alih
fungsi lahan. Akan tetapi kebijakan tersebut tidak berfungs baik karena
beberapa hal yaitu lemahnya pengawasan, kebijakan yang hanya bersifat
sektoral, penjabaran kebijakan yang kurang jelas, dan rendahnya
kesadaran hukum masyarakat. Y ang menjadi latar belakang permasal ahan
dalam penyusunan ini dengan penyusunan yang penulis lakukan pada
dasarnya sama yaitu melihat fenomena pesatnya alih fungsi tanah. Akan
tetapi kgjian yang selanjutnya digunakan berbeda yaitu pada obyek dan

peraturan yang digunakan.

12 Skripsi Anton Supriyadi, “Kebijakan Alih fungsi Lahan dan Proses Konversi Lahan Pertanian
(Studi Kasus di Kabupaten Pasuruan Jawa Timur)”, skripsi tidak diterbitkan, Bogor : Fakultas
Pertanian I nstitus Pertanian Bogor, 2004.
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Selanjutnya terdapat skripsi yang ditulis oleh Agus Trianto™ yang
berjudul “Analisis Implementasi Rencana Strategis Dinas Pertanian dan
K ehutanan Bantul dalam Meningkatkan K esgjahteraan Petani Tahun 2001-
2006”. Skrips ini menyoroti program yang disusun dalam Renstra Dinas
Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul tentang kebijakan Pemerintah
Kabupaten Bantul dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani Bantul.
Dalam kesimpulan skripsi ini disebutkan bahwa kebijakan yang ada telah
dijalankan dengan baik dan mendapat respon positif dari masyarakat, yaitu
dengan terbukti masyarakat yang pendapatannya semakin meningkat.
Dengan upaya tidak adanya penurunan harga di bidang pertanian dan
apabila terjadi penurunan harga maka Pemerintah melalui Dinas Pertanian
dan Kehutanan sanggup membeli hasil pertanian sesua dengan harga
pasar. Dikatakan juga dalam kesimpulan bahwa keberhasilan pel aksanaan
pembangunan pertanian disamping perencanaan yang tepat, guna
memenuhi  kebutuhan masyarakat secara nyata juga diperlukan semua
pihak pelaku (partisipas) pembangunan pertanian bersama-sama
masyarakat mewujudkan vis dan misi pembangunan pertanian secara
transparan. Skripsi ini sama-sama menyoroti peraturan yang berlaku di
Kabupaten Bantul. Akan tetapi terdapat banyak perbedaan skripsi Agus
Trianto dengan skripsi penulis. Perbedaan yang pertama adalah kagjian
yuridis yang digunakan dalam analisis yang berbeda, kemudian obyek

penelitian yang dilakukan penulis Iebih luas daripada skripsi Agus Trianto,

13 Skripsi Agus Trianto, “Analisis Implementasi Rencana Strategis Dinas Pertanian dan K ehutanan
Bantul dalam Meningkatkan K esgjahteraan Petani Tahun 2001-2006", skripsi tidak diterbitkan,
Y ogyakarta : Jurusan |lmu Pemerintahan Fakultas IImu Sosial dan IImu Politik UMY, 2008.
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yaitu penulis melakukan penelitian di 5 (lima) dinas yang menangani alih
fungsi tanah pertanian, sedangkan Agus Trianto hanya meneliti pada Dinas
Pertanian dan Kehutanan dengan pokok penyusunan pada kebijakan

peningkatan kesejahteraan petani.

Selanjutnya terdapat skripsi yang ditulis oleh Deborah Oktavia
Tobing™, yang berjudul “Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Menjadi
Non-Pertanian dalam Kaitannya dengan Kebijakan Penataan Ruang di
Kabupaten Sleman.” Dalam kesimpulan skripsi ini dijelaskan bahwa
perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi  non-pertanian di
Kabupaten Sleman dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal,
dimana kedua faktor tersebut telah diupayakan pengendalian oleh
Pemerintah Kabupaten Sleman dengan adanya RTRW dan melalui Badan
Pengendalian Pertanahan Daerah (BPPD). Badan ini yang bertugas untuk
mengurusi permasalahan aih fungs lahan pertanian menjadi non-
pertanian di Kabupaten Sleman. Skrips ini memiliki perbedaan yang
signifikan dengan skripsi penulis, dikarenakan obyek penelitian yang
berbeda. Selain itu regulasi/kebijakan Pemerintah yang sangat berbeda,
sehingga akan diperoleh hasil yang berbeda. Akan tetapi skripsi yang
dilakukan penulis dengan skripsi diatas sama-sama meneliti tentang alih

fungsi tanah pertanian.

1 Skripsi Deborah Oktavia Tobing, “ Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Menjadi Non-
Pertanian Dalam Kaitannya Dengan K ebijakan Penataan Ruang Di Kabupaten Sleman”, Skrips
tidak diterbitkan, Y ogyakarta : Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,

2005.
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E. Kerangka Teoretik

1. Teori Negara K esgjahteraan/Welfare Sate

Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang bersistem
demokrasi dengan konsep yang dimiliki yaitu dengan konsep Negara
kesgahteraan (welfare state). Berdasarkan sgarah, konsep Negara ini
muncul sebagai reaks atas kegagalan konsep legal state atau Negara
penjaga malam. Daam konsep legal state ini terdapat prinsip
staatsonthouding atau pembatasan peran Negara dan pemerintah dalam
bidang politik dan pelarangan pemerintah dan Negara untuk mencampuri
kehidupan ekonomi masyarakat. Akibat pembatasan inilah Negara disebut
Negara penjaga malam (nachtwakerstaat). Adanya pembatasan Negara
dan pemerintah ini berakibat menyengsarakan warga Negara, yang
kemudian memunculkan reaks dan kerusuhan sosial. Daam
perkembangannya muncul gagasan yang menempatkan pemerintah
sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat yaitu
welfare state. Ciri utama konsep welfare state ini adalah munculnya
kewgjiban pemerintah untuk mewujudkan kesegjahteraan umum bagi
warganya dan menghendaki pemerintah untuk terlibat aktif dalam
kehidupan ekonomi dan sosid masyarakat sebagai langkah untuk
mewujudkan kesgjahteraan umum, disamping menjaga ketertiban dan

keamanan (rust en orde).™

> Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Y ogyakarta: Ull Press, 2003), him. 11
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Bangsa Indonesia membentuk Negaranya dengan proklamasi yang
merupakan perwujudan dari kesepakatan satu tujuan. Dan Negara yang
diinginkan oleh bangsa Indonesia tertulis dalam Pembukaan Undang-

undang Dasar 1945 alinea 2, yaitu : °

. Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan
makmur.”

Kemudian dapat dihubungkan dengan tujuan Negara Indonesia yang

tertulis dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea 4, yaitu : *’

“....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesgahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Negara yang ingin dibentuk
(pada waktu itu) oleh bangsa Indonesia adalah Negara Kesgjahteraan. Hal
ini juga dikemukakan oleh Presiden Soekarno dalam sidang BPUPK pada
tanggal 1 Juni 1945, sebaga berikut : “Rakyat ingin sgjahtera. Rakyat
yang tadinya merasa dirinya kurang makan, pakaian, menciptakan dunia
baru yang di dalamnya ada keadilan, dibawah pimpinan Ratu Adil. Maka
oleh karena itu, jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat,
mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip ha sociale

rechtvaardigheid ini, yaitu bukan saja persamaan politik, tetapi pun diatas

1® Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Y Ibid.
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lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya

kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya.” 8

Pilihan bangsa Indonesia pada Negara kesgahteraan karena
pengalaman pahit bangsa Indonesia dibawah penjgahan Belanda yang
bukan sgja kurang makan dan pakaian, tetapi juga kurang sejahtera
rohaninya, karena bangsa Indonesia hampir tidak memiliki kebebasan.
Organisasi politik selalu diawasi dengan ketat, bahkan penyiaran agama
(Islam) terus dibayang-bayangi oleh dinas rahasia Belanda (PID). Hakikat
Negara Indonesia yang terbentuk berdasarkan cita Negara Pancasila adalah
kehidupan berkelompok bangsa Indonesia yang atas berkat rahmat Allah
Yang Maha Kuasa, didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan
kebangsaan yang bebas. Selanjutnya hakikat hukum bangsa Indonesia
tercermin dalam UUD 1945 di dalam penjelasan umum bagian IV yang
berbunyi :

“....Undang-undang Dasar hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya
memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan

lain-lain penyelenggara Negara untuk menyelenggarakan kehidupan
Negara dan kesgjahteraan sosial.”

Dari rumusan tersebut, terutama dari akhir kalimat dapat ditarik
kesimpulan bahwa undang-undang dasar atau hukum tertinggi adalah alat
untuk mencari ketertiban (kehidupan Negara) dan untuk mencapal

kesejahteraan sosial.™®

18 Azhary, Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya, (Jakarta :
Ul-Press, 1995), him. 116-117.
¥ Ibid., him. 117-118.
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2. Teori Hak Menguasai Dari Negara Atas Tanah

Negara kesgjahteraan seperti yang dimaksud pada penjelasan diatas
adalah adanya peran serta yang aktif dari pemerintah dalam kehidupan
sosial dan kehidupan ekonomi. Salah satu penerapan prinsip tersebut
adalah adanya peran aktif Negara dalam penguasaan atas tanah. Hal
tersebut merupakan aplikasi dari pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagaimana
yang dinyatakan dalam pasal 2 ayat (1) UUPA, yaitu :

“Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar
dan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang
angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu

pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisas
kekuasaan seluruh rakyat.”

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 merupakan landasan konstitusional bagi
pembentukan politik dan Hukum Agraria nasional yang berisi perintah
kepada Negara agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya yang diletakkan dalam penguasaan Negara itu digunakan untuk
mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia®
Penguasaan oleh Negara atas tanah merupakan bentuk dari konsep Negara
kesgiahteraan (welfare state), dan bukan berarti penguasaan dalam arti
kekuasaan mutlak yang tidak diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat.
Negara menguasai atas tanah agar digunakan sebagaimana amanat
Undang-undang Dasar 1945 untuk mencapai kemakmuran dan

kesgjahteraan rakyat.

% Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.
2! Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah, (Jakarta: Kencana, 2008), him. 50.
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Menurut aturan pasal 2 ayat (1) UUPA di atas, yang menyatakan
“dikuasai” oleh Negara bukanlah berarti “dimiliki”, akan tetapi adalah
pengertian yang memberi wewenang kepada Negara sebagai organisas
kekuasaan dari Bangsa |ndonesia pada tingkatan tertinggi untuk :%

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan,
dan pemeliharaannya.

2. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian
dari) bumi, air dan ruang angkasaitu.

3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan

ruang angkasa.

Adapun kekuasaan Negara yang dimaksudkan itu mengena semua
bumi, air dan ruang angkasa, baik yang di haki oleh seseorang maupun
yang tidak. Kekuasaan Negara mengenai tanah yang sudah dipunyai orang
dengan sesuatu hak dibatasi oleh is dari hak tersebut, artinya sampai
seberapa Negara memberi kekuasaan kepada yang mempunyai untuk

menggunakan haknya, sampai disitulah kekuasaan Negara tersebut.?®
3. Teori Penatagunaan Tanah

Sejalan dengan ha diatas, kemunculan UUPA setelah Indonesia

merdeka merupakan wujud untuk membangun masyarakat yang adil dan

%2 sudikno Mertokusumo, Perundang-undangan Agraria Indonesia, (Y ogyakarta : Liberty, 2009),

him. 162

3 |bid., him. 163.
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makmur sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yaitu mewujudkan
kesgahteraan rakyat. UUPA (Undang-undang Pokok Agraria) sendiri
terdiri dari lima bagian, yaitu pertama mengenai Undang-undang tentang
peraturan dasar pokok-pokok agraria, kedua tentang ketentuan konvers,
ketiga tentang perubahan susunan pemerintah  desa  untuk
menyelenggarakan perombakan hukum agrarian menurut UUPA akan
diatur tersendiri, keempat tentang hak-hak dan wewenang Swapraja hapus
dan beralih kepada Negara dan kelima tentang sebutan Undang-undang
Pokok Agraria. Sedangkan dasar-dasar dan ketentuan pokok UU No. 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria adalah sebagai
berikut :**

1. Bumi, air, dan ruang angkasa adalah kekayaan nasiona (pasal 1 ayat
(2)

2. Bumi, air dan ruang angkasa dikuasai oleh Negara sebagai organisasi
kekuasaan seluruh rakyat (pasal 2 ayat (1)). Dalam ha ini hak
menguasai Negara memberi wewenang untuk :

a Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,
persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi,
air dan ruang angkasa.

Dari ketiga wewenang tersebut dapat dismpulkan bahwa hukum
agraris Indonesia mengandung unsur-unsur hukum benda dan
hukum perikatan.

3. Hukum agraria Indonesia adalah hukum adat (pasal 5).

4. Semuahak atas tanah mempunyai fungsi sosial (pasal 6).

5. Penguasaan dan pemilikan tanah yang melampaui batas dilarang (pasal
7).

6. Yang dapat mempunya hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air
dan ruang angkasa hanya warga Negara Indonesia (pasal 9).

2 |bid., him. 110-112.
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7. Setigp orang atau badan hukum yang mempunya hak atas tanah
pertanian diwagjibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara
aktif (pasal 10).

4. Teori Tentang Otonomi Daerah

Daam mekanisme pelaksanaan UUPA, pemerintah telah
memberikan pengaturan pelaksanaan. Terkait dengan peraturan
pel aksanaan tersebut tidak terlepas dari Negara Indonesia yang plura dan
heterogen. Indonesia yang berdasarkan atas demokrasi di tandai dengan
pelaksanaan otonomi seluas-luasnya di  berbagai daerah. Daerah
menginginkan agar Pemerintah Pusat menyerahkan sebesar-besarnya
urusan yang selama ini ditangani oleh Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah yang oleh Undang-undang ditetapkan sebagai daerah
otonom.”® Selain itu, undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang
Pemerintah Daerah menyebutkan salah satu pokok pikirannya bahwa
kotamadya/kabupaten dan kota administratif yang dibentuk berdasarkan
Undang-undang No. 5 tahun 1974 dan telah berkembang dijadikan daerah
otonom vyaitu daerah yang memenuhi syarat pembentukan daerah

otonom.?®

Salah satu urusan yang diminta dari pusat agar diserahkan kepada
daerah adalah urusan di bidang pertanahan. Sgjak tahun 2001 ketika untuk

pertama kali urusan di bidang pertanahan didesentralisasikan kepada

% Suriansyah Murhaini, Kewenangan Pemerintah Daerah Mengurus Bidang Pertanahan,
(Surabaya : LaksBang Justitia, 2009), him. 1.

% \Winarna Surya Adisubrata, Otonomi Daerah di Era Reformasi, (Jakarta : Unit Penerbit dan
Percetakan (UPP)), 1999), him. 11-12.
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daerah berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,
beberapa provinsi maupun kabupaten di Indonesia telah mengambil alih
urusan pertanahan sebagai urusan daerah, salah satunya adalah membentuk
dinas pertanahan yang sebelumnya ditangani Pemerintah Pusat melalui
Badan Pertanahan Nasiona yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh
Kantor Wilayah di tingkat provinsi, dan kantor pertanahan kabupaten/kota
selaku unit dibawah kantor BPN. Pengambilalihan urusan di bidang
pertanahan tersebut didasarkan pada prinsip otonomi daerah secara luas
yang diatur dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat. Pembentukan dinas pertanahan oleh Provins dan
Kabupaten/Kota disamping didasarkan pada UU Pemerintahan Daerah
juga mendasarkan pada Pasa 2 UUPA (UU No. 5 Tahun 1986) yang
menyatakan bahwa masalah pertanahan merupakan sumber keuangan bagi
daerah yang dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah
otonom. UU No. 22 tahun 1999 kemudian diganti dengan UU No. 32
tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa salah satu
urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provins dan
pemerintah kabupaten/kota meliputi pelayanan pertanahan. Ketentuan
tersebut isinya hampir sama dengan Pasal 11 ayat (2) UU No. 22 tahun
1999 yang menyatakan bahwa salah satu urusan pemerintahan yang wajib

dilaksanakan oleh daerah (kabupaten/kota) adalah bidang pertanahan.
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Berdasarkan kewenangan yang ditafsirkan dari kedua undang-undang
tersebut maka daerah menganggap bahwa bidang pertanahan merupakan
lahan basah bagi pengisian kas daerah (Pendapatan Asli Daerah) dengan
membentuk dinas pertanahan untuk mengurusi bidang pertanahan yang

sebelumnya diurusi oleh pemerintah pusat.?’

Terkait dengan otonomi daerah dan pemberian wewenang kepada
Pemerintah Daerah untuk mengurus bidang pertanahan di daerah seperti
yang dijelaskan diatas, setiap daerah memiliki urusan wajib dan urusan
pilihan yang harus diselenggarakan daerah Kabupaten/Kota. Menurut
Pasal 7 ayat (2) PP No. 38 Tahun 2007 terdapat 26 urusan yang wajib
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, yang beberapa diantaranya juga
mengatur tentang pertanahan, pekerjaan umum, perumahan, perencanaan
pembangunan, dan penataan ruang. Selain itu disebutkan dalam pasal 7
ayat (4) PP No. 38 Tahun 2007 terdapat 8 urusan pilihan untuk
disdlenggarakan didaerah yang salah satu diantaranya yaitu bidang
pertanian. Mengenai kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk
mengurusi bidang pertanahan telah ditentukan secara rinci dalam
Lampiran PP No. 38 Tahun 2007 yang meliputi 9 sub bidang antara lain :
Sub Bidang ljin Lokasi, Sub Bidang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan
Umum, Sub Bidang Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, Sub Bidang
Penyelessian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk

Pembangunan, Sub Bidang Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi

%" Suriansyah Murhaini, Kewenangan Pemerintah Daerah Mengurus Bidang Pertanahan,
(Surabaya : LaksBang Justitia, 2009), him. 1-3.
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Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksmum dan Tanah
Absentee, Sub Bidang Penetapan Tanah Ulayat, Sub Bidang Pemanfaatan
dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong, Sub Bidang ljin Membuka
Tanah, dan Sub Bidang Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah

K abupaten/K ota.®

Terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengurus
bidang pertanahan maka di setiap Kabupaten dibentuk juga Perda Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW). Perda RTRW yang terbaru di Kabupaten
Bantul adalah Perda No. 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Perda RTRW ini dibuat
untuk melaksanakan pembangunan wilayah Kabupaten Bantul secara
terpadu, lestari, optimal, seimbang dan serasi, sesuai dengan karakteristik,
fungsi, dan predikatnya, diperlukan dasar untuk pedoman perencanaan,
pemanfaatan, dan pengendalian ruang di wilayah Kabupaten Bantul.?
Salah satu tujuan dari dibentuknya Perda RTRW seperti hal diatas tidak
terkecuali untuk penataan daerah pertanian dan perumahan agar tetap
seimbang dan tidak mengganggu ekosistem alamiah. Sebagai contoh
adalah seperti yang dikemukakan dalam Perda RTRW No. 4 Tahun 2011
pasal 76 huruf ¢ bahwa “dilarang mendirikan bangunan pada kawasan

sawah irigasi yang terkena saluran irigasi”. Terdapat tujuan Pemerintah

?% bid., him. 91-96.
# Perda No. 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-
2030, Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 No. 04 Seri C.



23

Daerah Kabupaten Bantul untuk mempertahankan daerah-daerah subur

agar tidak berubah fungsi menjadi bangunan.

Salah satu upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam
rangka mengatur regulasi tanah pertanian dan aih fungsinya maka
dibentuk Perda terkait alih fungsi tanah. Salah satu produk hukum yang
berlaku di Bantul yaitu Perda No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas
Perda No. 23 Tahun 2000 tentang Retribusi 1zin Peruntukan Penggunaan
Tanah. Perda ini memiliki kesinambungan yang erat dengan rencana tata
ruang wilayah Kabupaten, agar pelaksanaan pengendalian tata ruang di
daerah dapat berdaya dan berhasil guna maka diperlukan pembinaan,
pengawasan dan pengendalian berupa izin peruntukan penggunaan tanah.
Selain itu rencana tata ruang daerah yang bersifat dinamis dan terbuka
untuk umum harus dikendalikan agar mampu menampung pertumbuhan

kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.*

Di dalam Perda No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Perda
No. 23 Tahun 2000 tentang Retribusi 1zin Peruntukan Penggunaan Tanah
tersebut juga mengatur aih fungs tanah pertanian menjadi perumahan
yang dapat dilihat dalam beberapa pasal, seperti ddam pasal 5 yang

berbunyi :*

% |ihat Konsideran Menimbang Perda No. 23 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Peruntukan
Penggunaan Tanah, Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B No. 11 Tahun 2000.

3 Lihat Pasal 5 Perda No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Perda No. 23 Tahun 2000 tentang
Retribusi 1zin Peruntukan Penggunaan Tanah.
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“Pelaksanaan perubahan peruntukan penggunaan tanah harus sesual
dengan asas penataan ruang dan ditujukan bagi semua kepentingan
secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras,
seimbang dan optimal.”

Kemudian terkait pula dengan pasal 6 yang berbunyi :*
“Setiap perubahan peruntukan penggunaan tanah harus selau
memperhatikan fungs tanah dan daya dukung lingkungan di

sekitarnya serta saling menunjang dan berkesinambungan secara
terpadu.”

Dari kedua pasal tersebut dapat dilihat bahwa alih fungs tanah
pertanian menjadi perumahan juga harus memperhatikan fungs tanah.
Fungs tanah sebagai sumber ketahanan pangan yaitu pertanian harus
dipertahankan agar tidak terjadi ketimpangan tatanan kehidupan.
Pemerintah daerah Kabupaten Bantul merupakan eksekutor pengendalian
alih fungs tanah pertanian menjadi perumahan yang mengemban amanah
dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa pasal yang
menjadi aturan pengendalian aih fungs tanah pertanian menjadi
perumahan dalam Perda No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Perda
No. 23 Tahun 2000 tentang Retribusi 1zin Peruntukan Penggunaan Tanah
antaralain : pasal 2, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal7, pasa 8, pasal 9, pasal
10, dan pasal 28. Karena di Kabupaten Bantul belum ada Perda yang
mengatur secara khusus aih fungsi tanah pertanian menjadi perumahan,
maka Perda No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Perda No. 23
Tahun 2000 tentang Retribusi 1zin Peruntukan Penggunaan Tanah dapat

menjadi rujukan peraturan dalam rangka mendukung rencana tata ruang

% perda No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Perda No. 23 Tahun 2000 tentang Retribusi
Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.
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wilayah Kabupaten Bantul untuk mengendalikan aih fungs tanah

pertanian menjadi perumahan.

F. Metode Penyusunan

M etode penyusunan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu :

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam skrips ini adalah dengan
metode field research. Dimana data yang diperoleh melalui wawancara
dan pengkajian dokumen dari dinas-dinas terkait.

2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat kualitatif karena tidak menggunakan mekanisme
statistika dalam pengolahan data. Pengolahan data dalam penyusunan
skripsi ini lebih bersifat deskriptif dan analitis.

3. Pendekatan Masalah
Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini
yaitu menggunakan metode yuridis-empiris yaitu dengan menekankan
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta norma-norma
hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penyusunan ini,
dengan tidak lupa menggunakan pengertian empirisnya bahwa dalam
melakukan penelitian ini tetap melihat kenyataan dan realita yang ada
di dalam permasalahan dalam regulasinya di masyarakat.

4. Sumber Data

a. Sumber data primer
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Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari Dinas
Perijinan, Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum, Kantor
Pertanahan, dan Bapedda Bantul yaitu meaui metode
pengumpulan dokumen serta wawancara/interview. Data yang
menjadi sasaran dari dinas-dinas tersebut yaitu data tentang alih

fungsi tanah pertanian menjadi perumahan.

. Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur dan
bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan dalam
penyusunan skripsi ini. Data sekunder digunakan untuk
melengkapi data primer apabila membutuhkan sumber data dari
literatur dan bahan hukum yang berlaku / Undang-undang.
Sedangkan bahan hukum sendiri terdiri dari 3 bahan hukum antara
lain :
i.  Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang
mengikat yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Pokok
Agraria, Peraturan Perundang-undangan yang masih terkait
yang masih berlaku di Indonesia serta Peraturan Daerah
Nomor 23 tahun 2000 yang kemudian pada tahun 2008
diadakan perubahan beberapa pasal menjadi Peraturan

Daerah No. 3 tahun 2008.
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ii.  Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, jurnal-jurnal,
makalah-makalah ataupun penyusunan-penyusunan yang
yang dapat membantu analisis dari bahan hukum primer.
iii.  Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan
petunjuk dan informas terhadap katakata yang
membutuhkan penjelasan lebih lanjut yaitu Kamus Besar
Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, ensiklopedi dan
beberapa artikel dari mediainternet.
5. Metode Pengumpulan Data
M etode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :
a Dokumentasi
Metode ini merupakan metode pengumpulan dokumen-dokumen,
serta arsip-arsip yang didapat langsung dari Dinas Perijinan, Dinas
Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum, Kantor Pertanahan, dan
Bapedda Bantul. Dokumen yang dikumpulkan yaitu dokumen yang
berkaitan dengan aih fungs tanah pertanian menjadi perumahan di
Kabupaten Bantul.
b. Wawancara/ interview
Wawancara / interview dilakukan dengan pihak-pihak terkait atau
informan dari Dinas Perijinan, Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan

Umum, Kantor Pertanahan, dan Bapedda Bantul terkait dengan
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informasi tentang alih fungs tanah pertanian menjadi perumahan
di Kabupaten Bantul.
6. AndisisData
Andisis data dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan cara
mendeskripsikan dan memberikan interpretasi untuk memperoleh
jawaban dari rumusan permasalahan. Analisis data akan dilakukan
dengan pengorganisasian data untuk dapat dirumuskan dalam suatu
deskripsi.
7. Sistematika Pembahasan
Untuk membahas rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian
dalam skripsi ini maka akan dijelaskan mengenai sistematika penulisan
yang akan digunakan dalam skripsi ini. Sistematika penulisan yang
digunakan adalah :

Bab pertama, pendahuluan yang beris mengena latar
belakang, permasaahan yang akan dibahas, tujuan penyusunan,
metode penyusunan, kerangkateori dan sistematika penulisan.

Bab kedua, yaitu tinjauan umum tentang alih fungs tanah
pertanian menjadi perumahan di Indonesia. Pada bab ini membahas
mengenai pengertian tanah pertanian, perumahan, dan aih fungs
tanah.

Bab ketiga yaitu gambaran umum pemda Bantul dan instans
terkait dalam alih fungsi tanah pertanian menjadi perumahan. Pada bab

ini akan dibahas peran, fungsi, serta kewenangan Dinas Perijinan,
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Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum, Kantor Pertanahan, dan
Bapedda Bantul dalam hal aih fungs tanah pertanian menjadi
perumahan.

Bab keempat merupakan analisis data dan pembahasan. Bab ini
beris pengolahan data dan analisis tentang Pelaksanaan Alih fungs
Tanah Pertanian menjadi Perumahan di Pemda Bantul yang meliputi :
1. Peaksanaan alih fungsi tanah pertanian menjadi perumahan di

Pemda Bantul.
2. Upayaupaya Pemda Bantul dalam mengatasi alih fungsi tanah
pertanian menjadi perumahan di Bantul yang semakin meningkat.

Bab kelima yaitu penutup yang berisikan kesimpulan dari

penyusunan dan saran yang diberikan oleh penyusun.
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BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penyusunan dan analisis yang telah dikemukakan
pada bab-bab sebelumnya, maka penyusun dapat menyimpulkan beberapa hal,

antaralain:

1. Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah di Bantul :

a Prosedur pada aih fungs tanah pertanian yang dilakukan oleh
developer telah sesuai dengan SOP yang digunakan, sedangkan pada
alih fungs tanah pertanian yang dilakukan oleh perorangan mash
banyak terdapat aih fungsi yang dilakukan tanpa melewati prosedur
perizinan, namun untuk alih fungs yang dilakukan melewati prosedur
sudah berdasarkan prosedur yang seharusnya.

b. Dari data alih fungs semua kecamatan terdapat 3 kecamatan yang
mendominasi dengan angka yang sangat mencolok yaitu Kecamatan
Kasihan, Banguntapan, dan Sewon. Kenaikan jumlah aih fungs ini
ternyata sgjalan dengan ditetapkannya ketiga Kecamatan ini sebagai
Kawasan Penyangga Yogyakarta (KPY) oleh provins DIY, karena
ketiga kecamatan ini merupakan daerah yang berdekatan dengan kota
Yogyakarta. Penyusutan lahan pertanian pada ketiga Kecamatan ini
ternyata juga berdampak pada penetapan desa-desa rawan pangan yang

beberapa diantaranya berada di tiga Kecamatan tersebut. Oleh karena
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itu perlu perhatian dari Pemda terkait dengan kesinambungan desa
rawan pangan dengan adanya aih fungs yang pesat di wilayah
aglomerasi perkotaan.

c. Regulasi-regulasi yang ada di Bantul sebenarnya belum ada yang
mengatur secara khusus tentang alih fungs tanah atau secara jelas
melindungi tanah-tanah pertanian yang subur. Hal tersebut terlihat dari
tiga Kecamatan aglomerasi perkotaan yang pada tiga tahun terakhir
terjadi alih fungsi pertanian menjadi perumahan yang sangat pesat,
padaha apabila dilihat secara de facto tanah-tanah pertanian tersebut
sebenarnya masih produktif. Tetapi karena kawasan ketiga kecamatan
tersebut ditetapkan untuk pengembangan daerah maka sangat banyak
sawah yang dapat dialih fungsikan. Selain karena segi regulasi yang
masih lemah, terdapat faktor eksternal yang mengakibatkan pesatnya
alih fungs tanah pertanian menjadi perumahan di Bantul yaitu karena
daerah-daerah yang berdekatan dengan Bantul sudah mempersulit
adanya aih fungsi tanah pertanian, seperti di Y ogyakarta yang sudah
tidak memperbolehkan adanya developer membangun perumahan di
Kota, dan Sleman yang sudah sangat ketat dalam birokrasi dan
pengawasan alih fungs tanah dengan adanya Badan Pengendalian
Pertanahan Daerah (BPPD).

2. UpayaPemda Bantul dalam menekan Laju Alih Fungsi
a. Upayaupaya yang telah dilakukan Pemda Bantul dalam rangka

menekan lgu aih fungs tanah pertanian menjadi perumahan ada
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dengan adanya regulasi berupa RTRW, RDTRK, RPIMD, RPJP, dan
Perda No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Perda No. 23 Tahun
2000 tentang Retribusi 1zin Peruntukan Penggunaan Tanah. Selain itu
terdapat wacana tentang penyusunan Peraturan Bupati yang
didalamnya juga mengatur tentang pertanahan di daerah.
B. SARAN

1. Mélihat fakta-fakta yang diperoleh dari penelitian ini maka penyusun
merekomendasikan agar Pemda Bantul memperhatikan tanah-tanah
pertanian yang masih produktif di Bantul, melalui pembuatan regulasi
yang menetapkan adanya lahan-lahan sawah untuk pengembangan
pangan berkelanjutan pada setiap Kecamatan agar semua Kecamatan
tetap memiliki tanah pertanian produktif yang dilindungi serta didaya
gunakan dengan maksimal. Hal ini ditujukan agar terjadi
keseimbangan ekosistem pada ketahanan pangan, karena apabila
tanah-tanah produktif tidak dilindungi secara hukum maka lama
kelamaan akan terancam untuk dialih fungsikan dan akan menipis.
Meskipun pembangunan daerah terkait kebutuhan perumahan tetap
dijalankan, namun perlu upaya pengendalian dan perlindungan lahan
produktif.

2. Mélihat secara de facto bahwa banyak perorangan yang mengalih
fungsikan tanah pertaniannya sendiri menjadi rumah perlu tindakan
tegas dari Pemda. Penyusun merekomendasikan agar Pemda

melakukan monitoring lapangan secara berkala dan menindak lanjuti
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alih fungsi-alih fungsi yang tanpa izin. Apabila dilematika Pemda
bahwa perorangan mengaih fungsikan tanah sawahnya karena
kebutuhan akan rumah tinggal, dapat diberlakukan sanksi denda bagi
yang mengalih fungsikan tanpa prosedur perizinan. Hal ini ditujukan
agar masyarakat tidak menyepelekan birokrasi dan izin alih fungsi itu
sendiri.

. Penyusun juga merekomendasikan agar dicanangkan program daerah
berupa lbangun-2tanam, maksudnya adalah proses perizinan alih
fungs hanya dilakukan 3 tahun sekali, jadi pada tahun ketiga, tahun
keenam dan seterusnya prosedur alih fungs diperbolehkan, karena
pembangunan perumahan pasti akan memakan waktu hingga mencapai
3 tahun, dan dalam kurun waktu untuk 2 tahun jeda penerimaan
prosedur aih fungsi dilakukan program fokus menanam dengan
mengoptimalkan usaha pertaniaan dari mulai pembenihan hingga
pemanenan yang diperhatikan penuh oleh Pemerintah. Ha ini
direkomendasikan penyusun karena sangat disayangkan apabila
Kabupaten Bantul terus mengalami penyusutan tanah pertanian. Hal ini
juga sgjalan dengan visi misi Bantul yang menyebutkan poin ijo royo-
royo, asri, serta peningkatan kualitas ekonomi lokal. Program daerah
semacam ini juga pasti akan menumbuhkan semangat dan
menumbuhkan rasa diperhatikan oleh Pemerintah pada para petani
yang mayoritas penduduk Bantul dalam melakukan usaha bidang

pertanian.
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4. Terkait dengan asas otonomi daerah yang diamanatkan oleh UU
Pemda khususnya tentang pengalihan kewenangan bidang pertanahan
kepada daerah, sesuai dengan hasil penyusunan maka dapat
disimpulkan bahwa Bantul belum sepenuhnya menjalankan amanat itu,
karena secara kelembagaan belum sepenuhnya dipegang oleh daerah.
Hal ini juga perlu diperhatikan oleh Pemda kaitannya dengan pesatnya
alih fungs yang semestinya daerah berkontribusi penuh terhadap
tanah-tanah sawah tersebut. Kabupaten Bantul memang masih perlu
proses menuju pelaksanaan asas otonomi daerah dalam bidang
pertanahan ini secara penuh mengingat masih terbatasnya sumber daya
manusia dan infrastruktur yang ada. Namun melihat hasil penyusunan
yang menunjukkan angka alih fungs yang pesat maka perlu upaya
kerja keras Pemda untuk dapat memegang peranan penuh dalam

bidang pertanahan.
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